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Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan penerimaan lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Pada saat ini pendapatan dari sektor pajak sangatlah dibutuhkan, bahkan pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan sektor pajak dari tahun ke tahun dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ini menjadi salah satu sumber pendapatan negara.
Undang-undang Pajak Penghasilan dibuat dengan prinsip keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem Self Assessment, yaitu pemungut pajak memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak yang wajib dibayar.
Pajak yang dihitung harus dilaporkan oleh wajib pajak dengan cara mengisi, mendatangi, dan melaporkan SPT Masa/Tahunan pada setiap akhir tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah jenis pajak yang memiliki sumbangan/kontribusi yang sangat penting, karena meliputi seluruh lapisan masyarakat yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan negara. Penerimaan negara dari pajak dapat dijadikan sebagai indikator atas peran serta masyarakat (sebagai subjek pajak) dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung, dan berupa pengeluaran rutin dan pembangunan yang berguna bagi rakyat. 
Dalam praktek yang terjadi pada PT. Jasa Raharja pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pegawai merupakan mekanisme yang memberikan penugasan dan tanggungjawab kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan. Keunggulan dalam mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak adalah waktu yang tepat dalam pemungutan pajak.
Dalam mekanisme witholding tax, pajak dipotong atau dipungut ketika penghasilan diterima oleh subjek pajak. Pelaksanaan witholding tax system, melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemotong dan pemungut pajak. Pemotong dan pemungut pajak termasuk sebagai wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, bahwa :Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pemotong dan pemungut pajak bukanlah subjek pajak, namun diberi tanggungjawab untuk memotong, memungut dan menyetorkan pajak serta melaporkan pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukannya pemotongan dan pemungutan pajak adalah hal yang berbeda, pemotongan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukannya, sedangkan pemungutan pajak adalah kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi.
Selama penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan, penulis biasa mengisi data pernghasilan pegawai. Dalam daftar tersebut tertera seluruh pendapatan tiap pegawai setiap bulannya. Dari daftar tersebut penulis dapat mengetahui penghasilan apa saja yang dipotong/dipungut pajak. Karena pada daftar penghasilan, penghasilan yang dipotong pajak dan tidak dipotong pajak akan dipisah kolomnya.
 Dalam melaporkan pajak, PT. Jasa Raharja menggunakan sistem pelaporan pajak secara online melalui e-filling yang bisa dibuka pada situs DJP Online. Penulis diberikan kepercayaan untuk melaporkan pajak pegawai melalui e-filling. Dengan cara tersebut pegawai tidak mengalami kesulitan yang signifikan dalam melaporkan pajak.
Dalam pelaksanaannya sering kali para karyawan mengeluhkan kepada atasan mereka bahwa semakin banyak penghasilan yang dipotong. Di PT. Jasa Raharja (Persero) selama penulis melaksanakan praktek hampir setiap harinya berhadapan dengan bukti potong. Penghasilan karyawan dalam bentuk apapun pasti akan dikenakan pajak, dan pajak tersebut merupakan keuntungan perusahaan. Dalam pembagian tugas dan tanggung jawab pun perusahaan masih belum maksimal.
Pada bagian Akuntansi hanya mengurus penyetoran PPh Pasal 21, sedangkan perhitungan dan pelaporannya dilakukan oleh bagian SDM&UMUM. Melalui wawancara singkat antara penulis dengan salah satu karyawan bagian SDM&UMUM mengenai hal tersebut dituturkan bahwa sudah berkali-kali dibahas bahkan didiskusikan pada saat rapat tentang pembagian tanggung jawab tersebut tetapi sampai saat ini belum di tanggapi positif oleh para pimpinan. Seringkali pada saat penyetoran pajak terdapat perbedaan data antara bagian Akuntansi dan bagian SDM&UMUM. Hal tersebut seringkali kali menjadi permasalahan yang cukup signifikan, serta pelaporan pajak yang seringkali terlambat dan di anggap remeh oleh bagian SDM&UMUM. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya pembagian tanggungjawab yang baik dan benar di perusahaan.
Hal tersebut dialami oleh penulis ketika diberi tugas untuk melaporkan pajak tahunan pegawai secara online melalui DJP Online, karena tidak adanya kerja sama yang baik sehingga pelaporan pajak tersebut membutuhkan waktu yang lama.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih judul mengenai “Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai pada PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Sulawesi Utara”.
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Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam Laporan Akhir Praktek adalah “ Bagaimanakah Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara ?
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Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penulisan ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara .

[bookmark: _Toc457542461]Manfaat penelitian
A. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran serta koreksi bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan.
B. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dibidang perpajakan serta membandingkan antara teori dan materi yang dipelajari pada waktu perkulihan dengan praktik nyata yang terjadi dalam perusahaan atau intitusi pemerintah.
C. Bagi Pembaca, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
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Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan mengambil data yang ada di perusahaan yang bisa dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan Laporan Akhir Praktek. Data yang diambil penulis berupa daftar pemotongan PPh 21 pada pegawai yang tertera dalam slip gaji. 
Setelah mengumpulkan data, penulis mengolah dan menganalisis data yang ada untuk dijadikan bahan dalam membuat Laporan Akhir Praktek. Data yang diambil tidak sepenuhnya dipakai penulis, ada beberapa hal yang merupakan rahasia perusahaan, jadi penulis hanya menggunakan mekanisme perhitungannya saja sedangkan untuk jumlah gaji maupun pendapatan lainnya disamarkan karena penulis tidak ingin merusak kepercayaan yang diberikan serta demi menjaga kerahasiaan dokumen perusahaan. 
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· Nama Perusahaan
PT. JASA RAHARJA (PERSERO)

· Bentuk Perusahaan 
PT. Jasa Raharja (Persero) memiliki akta pendirian usaha dengan nomor 49 tertanggal 28 Februari 1981 yang dibuat dihadapan Himas Fatima, SH sebagai notaris dijakarta. Yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, dengan akta terakhir nomor 18 tetanggal 02 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Yulius Purnawan, SH.,Msi. Pendirian prusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan sebagai  dasar hukum yaitu:
1. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1965 tentang pendirian perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja.
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-750/MK/IV/11/1970 tanggal 18 November 1970 tentang pernyataan perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja sebagai Usaha Negara seperti yang dimaksud dalam ayat (2) pasal undang-undang nomor 9 tahun 1969.
3. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1980 tentang pengalihan bentuk perusahaan umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja menjadi perusahaan Perseroan (Persero).

· Visi dan Misi
· Visi :
Menjadi perusahaan terkemuka di bidang Asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat.


· Misi :
1. Bakti kepada Masyarakat, dengan mengutamakan perllindungan dasar  dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuuhan masyarakat.
2. Bakti kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara Program Asuransi Sosial dan Asuransi Wajib, serta Badan Usaha Milik Negara.
3. Bakti kepada Perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan Perusahaan.
4. Bakti kepada Lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

· Lokasi dan Telepon Perusahaan
Kantor Cabang Sulawesi Utara:
Jl. Ahmad Yani No. 25-27 Manado 95114
Telp: 0431-876943 / 876944
Fax: 0431-875945

· Pimpinan di Perusahaan
Pimpinan:
Kepala Cabang Sulawesi Utara: Bpk. Baimarzah Yuhnido Bhakti, SE
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· [image: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\a.jpg]StrukturOrganisasi
· Job Description 
Berikut ini adalah uraian tugas di PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Sulawesi Utara.
1. Kepala Cabang
Tugas pokok :C
a) Memimpin, membina dan memotivasi para pegawai.
b) Merencanakan dan mengamankan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana dalam unit kerja yaang dimpimpinnya.
c) Melakukan kerja sama dengan unit-unit kerja yang lain dalam perusahaan.
d) Mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan didalam unit kerja.
e) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perwakilan.
f) Mengendalikan pengelolaan keuangan di perwakilan.
g) Mengadakan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai bidang usaha Jasa Raharja.
h) Mengendalikan pelayanan klaim di perwakilan.
i) Merekomendasikan status pegawai bawahannya kepada kepala atasan langsung.
j) Menilai konduite bawahannya.
k) Menandatangani berkas dan cek sesuai dengan ketentuan direksi.
l) Menyetujui pembayaran klaim UU No. 33 dan 34 tahun 1964 yang terjamin.
2. Kepala Unit Operasional 
Tugas pokok :
a) Merencanakan dan mengusulkan seluruh kegiatan operasional perusahaan serta sarana dan prasarana untuk kebutuhan unit kerja yang dipimpinnya.
b) Memimpin, membina dan memotivasi pegawai bawahannya.
c) Mengembangkan keahlian dan pengetahuan pegawai dalam unit kerja yang dipimpinnya.
d) Membantu kelancaran kerja atasannya.
e) Menyusun laporan kegiatan bulanan.
f) Memberikan saran-saran kepada atasan untuk kemajuan sistem dan prosedur kerja didalam unit yang dipimpinnya.
3. Kepala Unit Keuangan dan Akuntansi
Tugas Pokok :
a) Bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran kas.
b) Menandatangani berkas-berkas atau cek yang berhubungan dengan keuangan perusahaan.
c) Membut laporan keuangan setiap bulan.
d) Mengamankan uang dan berkas berharga perusahaan.
e) Mengentri data-data harian kas/Bank.
f) Malaksanakan kearsipan.
4. Kepala Unit SDM&Umum
Tugas Pokok :
a) Menerima dan mengirim surat yang berhubungan dengan mutasi pegawai, kenaikan tingkat jabatan maupun kenaikan skala gaji.
b) Memperhatikan keadaan intern perusahaan berupa sarana dan prasarana yang digunakan.
c) Menyusun kegiatan bulanan atau perencanaan unit kerja yang dipimpinnya.
d) Memperhatikan kesejahteraan pegawai.
e) Mengentri data penghasilan pegawai.
f) Mencetak slip gaji.
5. Kepala Unit PKBL 
Tugas Pokok :
a) Membuat jadwal program kerja bulanan.
b) Menerima dan memproses proposal-proposal bantuan dana yang masuk di perusahaan.
c) Melaksanakan survei lapangan atau lokasi tempat usaha calon mitra binaan (calon penerima bantuan usaha).
d) Menusun laporan bulanan.
e) Melaporkan setiap kegiatan bulanan.
f) Menerima dan mengolah dana dari pusat yang digunakan sebagai dana bantuan program kerja bina lingkungan.
6. Pelaksana Administrasi Teknik
Tugas Pokok :
a) Mengendalikan tertib Administrasi Iuran dan Wajib.
b) Melakukan pengutipan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU).
c) Mengentri data penerimaan IWKBU.
d) Membuat laporan harian penerima IWKBU.
e) Memegang, membuat dan meneliti pencatatan stok resi IWKBU.
f) Membuat laporan bulanan.
7. Kasir 
Tugas Pokok:
a) Bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran kas/Bank. 
b) Membuat laporan keuangan harian serta bukti memorialnya.
c) Bertanggung jawab atas penggunaan cek, materai, perangko serta laporannya.
d) Mengarsipkan data-data keuangan.
e) Menandatangani dan menguangkan cek.
f) Menyetorkan uang perusahaan ke Bank.
8. Penanggung Jawab Samsat
Tugas Pokok :
a) Bertanggung jawab atas investasi perusahaan di Samsat dan kendaraan Dinas.
b) Mencatat dan meneliti data mutasi laka lantas dari Polres Wilayah Kerja.
c) Membuat laporan bulanan.
d) Menerima uang dari bendahara Samsat dan menyetorkan ke Bank.
e) Menyetor hasil penerimaan ke Bank.
9. Pelaksana Administrasi Samsat
Tugas Pokok :
a) Menerima dan meneliti berkas klaim dari kliment dan petugas Samsat.
b) Melaksanakan survei dan surat menyurat bidang klaim.
c) Melakukan entri data dan menyelesaikan berkas klaim.
d) Mengarsip berkas-berkas klaim.
[bookmark: _Toc457542466]Aktivitas Usaha
[bookmark: _GoBack]PT.Jasa Raharja merupakan Perusahaan Jasa yang bergerak dalam bidang Asuransi Sosial dengan melaksanakan Asuransi Kecelakaan penumpang alat angkutan umum dan Asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana diatur dalam UU No. 33 dan 34 tahun 1964. Jaringan pelayanan PT. Jasa Raharja (Persro) tersebar luas di seluruh Indonesia dengan memiliki 1 Kantor Pusat, 28 Kantor Cabang, 55 Kantor KPJR, 61 Kantor Perwakilan, dan kurang lebih 1012 Samsat. 
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